
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 17 TAHUN 2003 

TENTANG 

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

BUPATI PACITAN, 

a. bahwa guna mentinjang penyelenggaraan pemermtahan, 
pembangunan dan pen in^a tan pelayanan kepada 
maayarakat, perlu adanya pemba^an hasil dari pungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Femerintahan 
Desa: 

b. baliwa sesuai ketentuan Pasal 2A ayet (2) dan Pasal 18 
ayat (5) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor IS Tahun 1997 
serta Pasal 78 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan 
Reteribusi Daerah, maka perlu memberikaU sebagian hasil 
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu 
kepada Desa dalam Kabupaten Facitan dengan menetapkan 
dalam Peraturan Daerah. 

M e i ^ h ^ ^ t : I . Undang - undang Nomor 12 Tal iun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timtir (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 41 ) ; 

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225); 

3. Undar^ - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbai^au Keuangan antara Femerintali Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran N^ara Nomor 3848) ; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Tahim 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048) ; 



* 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kenvenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo 63, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

6. Peraturan Femerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tal iun 2001 Nomor 118, 
Tambaliau Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

7. Peraturan Femerintali Nomor 66 Tal iun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

8. Keputusan Meuteri Dolam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penjoisiuian dan 
Materi Muatan Ft-oduk-produk Hukum Daerah ; 

9. Keputusan Menterl Dalam N ^ e r i dan Otonomi Daerah 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk 
Hukum Daerah. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN FACITAN 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan : 
a. Daerah, adalah Kabupaten Facitan; 
b. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan; 
c. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 
d. Dewan Petwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disii^^kat DPRD adalah Dewan Perwaldlan Ralsyat Daerah 
Kabupaten Pacitan; 

e. Peraturan Daerah, adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Bupat i dengan persetujuan Dewan Perwaldlan Ralqrat 
Daerah Kabupaten Pacitan; 

f. Femerintahan Desa adalah kegjatan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan 
Desa; 

g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
h . Desa adalah kesatuan xnasyarakat h u k u m yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengiirus kepentnigan 
masyarokat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim 
pemerintahan nasional dan berada d i daerah Kabupaten ; 



i . Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peratiuan 
Perundang - undangan yang berlaku, yang digiinakan 
i m t u k membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dan Pembangunan Daerah; 

j . Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian i j in tertentu yang kl iusus disediakau dan 
atau diberikan oleh Pemerintali Daerali un tuk kepentiiigan 
orang pribadi a tau Badan. 

B A B B 
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN 

PAJAK DAERAH 
Pasal2 

(1) Hasil penerimaan Pajak Daerah diberikan sebagian kepada 
Desa; 

(2) Pemberian penerimaan Pajak Daerah kepada 
Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 
10 % (sepukih Persen) dari reallsasi penerimaan 
Pajak Daerah dalam I (satu) Tahun Anggaraii dengan 
memperliatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. 

Pasal 3 

(1) Pembagian hasil penerimaan Pajak Daerah ditetapkan 
dengan imbangan sebagai be r iku t : 
a. 70 % (tujuh pu luh persen) diberikan kepada Pemerintah 

Desa berdasarkan potensi dan atau keterlibatan Desa; 
b. 30 % (tiga puluh persen) diberikan secara merata 

kepada seluruh Desa. 

(2) Tata cara perhitungan dan pen j^a l i an liasd penerimaan 
Pajak Daerah kepada Desa, lebih lanjut ditetapkan oleh 
Bupat i . 

BAB ra 
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN 

RETRIBUSI DAERAH 
Pasal 4 

(1) Hasil penerimaan Retribusi Daerah tertentu diberikan 
sebagian kepada Desa; 

(2) Besamya ba^an Desa dari hasil penerimaan 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerali yang 
mengatur pembagian Retribusi Daerah kepada Desa. 



Pasal 5 

(1) Pembagian hasil peiierimaaii Retribnsi Daeiali te i ientu 
kepada Desa sebagaimana dimakstid pasal 4 ayat ( 2 ) 
ditetapkan dengan perimban^in sebagai beriknt: 
a. 70 % ( tu juh puluh persen ) (Uberikan kepada Desa 

berdasarkan potensi dan keterlibatan Desa; 
b. 30 % ( tiga pu luh persen ) dibagikan secara merata 

kejiada seluruh Desa. 

(2) Tata cara perliitungan dan penyeralian liasil penerimaan 
Retribusi Daerali tertentu kepada Desa lebili lanjut 
ditetapkan oleh Bupati . 

BAB IV 
KETENTUAN PENXJTUP 

Pasal 6 

Peraturan Daerah in i mula i berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintalikan 
Pengundai^an Peraturan Daerah i n i dengan meuempatkannya 
dalam Lembaran Daerali Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 3 0 - 12 - 2003 

BUPATI jyvc: 



Pasal 5 

(1) Pembfl^an basil penerimaan Retribusi Daerah tertentu 
kepada Desa sebegmmana dimaksud pasal 4 ayat ( 2 ) 
ditetapkan dengan perimbangnn sebagai berikut: 
a. 70 % ( tujuh puhih persen ) diberikan kepada Desa 

berdasarkan potensi dan keterHbatan Desa; 
b. 30 % ( tiga pukih persen ) dibagikan secara merata 

kepada seluruh Desa. 

(2) Tata cara perhitungan dan penycrahan liasil penerimaan 
Retribusi Daerah tertentu kepada Desa lebih lanjut 
ditetapkan oleh Bupati 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan 
Pengimdangan Peraturan Daerah ini dengan mcnempatkannya 
dalam lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 3 0 - 1 2 - 2003 

BUPATI PACITAN 

Diundangkan di Pacitan 
pada tanggal 3 0 - 1 2 - 2003 

SEKRETARIS DAERAH 

Drs. S 
Pembina Utama Hadya 

NIP. 510 049 978 

CapTtd. 

S U T R I 3 N O 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITANTAHUN 2003 NOMOR 2 S E R I E 

QTCUasiloeiia 



F E N J E L A S A N 

FERATXTRAir D A E R A H KABXTFATER FACITAR 

R O U O R 17 TAHDR 3 0 0 3 

T E R T A R O 

FEMBAa iAR HABIL F E R E R I H A A R F A J A K D A E R A H DAR 

R E T R I B U S I D A E R A H K E P A D A D E S A 

I . F E N J E L A S A R XIMXIU 

Peruntukan Imsil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

tertentu kepada Desa diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan AsU 

Desa dfllflm rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Seb£^ai t indak lanjut Peraturan Femerintali Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemermtah Nomor 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peruntukan hasil penerimaan 

Pajak Daerali ditetapkan sebesar 10 % dengan memperliatikan aspek 

pemerataan dan potensi antar Desa. Sedangkan peruntukan l iasi l 

penerimaan dan Retribusi Daerah tertentu kepada Desa ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur Pembagian 

Retribusi kepada Desa, 

n . F E R J E L A S A R FASAB D E U I FASAL 

Pasal 1 : Cukuj) Jalas. 

Pasal 2 : Jenis - jenis Pajak Daerah yang 

diperuntukan 10 % kepada Desa 

ditetapkan dalam Keputusan Bupati . 

Pasal 3 : Cukup Jelas. 

Pasal 4 : Jenis - jenis Retribusi tertentu yang 

sebagian diperuntukan kepada Desa 

ditetapkan dalam Keputusan Bupati . 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas. 

OOO — 


